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BUPATI PANDEGLANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pem erintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,

2. Undang-Undang Nom or 23 Tahun 2000 tentang
Pem bentukan Provinsi Banten (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nom or 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nom or 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam bahan Lem baran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pem eriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or

4400);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pem bangunan N asional (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perim bangan
Keuangan Antara Pem erintah Pusat dan Pem erintahan
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nom or 4438);

Undang-Undang Nom or 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nom or 244, Tambahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nom or 5587) sebagaim ana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pem erintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nom or 58, Tam bahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pem erintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or
4502) sebagaim ana telah diubah dengan Peraturan
Pem erintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pem erintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nom or 171,
Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor

5340);

Peraturan Pem erintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perim bangan (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nom or 4575);

Peraturan Pem erintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Inform asi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or

5155);



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pem erintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nom or 4578);

Peraturan Pem erintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedom an Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minim al (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tam bahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 4585);

Peraturan Pem erintah Nom or 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instan si Pem erintah
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

25, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);
Peraturan Pem erintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lem baran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nom or 83, Tambahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 4738);

Peraturan Pem erintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pem erintahan (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pem erintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjam an Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nom or 136, Tambahan Lem baran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pem erintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

Peraturan Pem erintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lem baran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nom or 92, Tambahan

Lem baran Negara Republik Indonesia Nom or 5533);

Peraturan Pem erintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pem binaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pem erintahan
Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lem baran Negara Republik Indonesia

Nomor 6041);

Peraturan Pem erintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak
Keuangan Dan Administratif Pim pinan Dan Anggota Dewan
Perw akilan Rakyat Daerah (Lem baran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);



23.

24.

25

26.

27.

28.

29.

30

31

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedom an Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pem berian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaim ana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pem berian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016

Tentang Pedom an Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten
Pandeglang Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Pandeglang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun

2012 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 10 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lem baran Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 11 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lem baran Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lem baran Daerah

Kabupaten Pandeglang Tahun 2011 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun
2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lem baran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2012
Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang
Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lem baran Daerah Kabupaten Pandeglang

Tahun 2016 Nomor 3);



32 Peraturan Daerah Kabupaten

Pandeglang Nomor

10 Tahun

2016 Tentang Penyertaan Modal Pem erintah Daerah Pada
Perusahaan Daerah Pandeglang Berkah Maju, PT. Bank
Pem bangunan Daerah Jabar Banten Tbk, PT. Bank
Perkreditan Rakyat Berkah Dan PT. Lembaga Keuangan
Mikro Pandeglang Berkah (Lem baran Daerah Kabupaten

Pandeglang Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersam a

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG

dan

BUPATI PANDEGLANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG

ANGGARAN

PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1l

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaiberikut

a. Pendapatan Daerah sejumlah
b. Belanja Daerah sejum lah
Surplus/ (D efisit)

c. Pem biayaan Daerah sejum lah

Sisa Lebih pem biayaan anggaran tahun berkenaan
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
a.Pendapatan asli daerah sejum lah

b.Dana perim bangan sejum lah

Rp 2.362.386.792.249,00

Rp 2.625.774.148 .441,32 (-)

(Rp263.387.356.192,32)
Rp263.387.356.192,32

Rp0,00

Pasal l hurufa terdiri dari :
Rp202.265.766.812,00

Rp1.670.686.803.000,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp489.434.222.437,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari

jenis pendapatan

a. Hasil pajak daerah sejum lah

b. Hasil retribusi daerah sejum lah

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sejum lah

d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

sejum lah

Rp39.148.149.159,00

Rp20.750.842.153,00

Rp10.740.164.996,00

Rp131.626.610.504,00



(3) Dana perim bangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis
pendapatan

a.Bagihasilpajak/bagihasil bukan pajak

sejum lah Rp71.937.519.000,00
b.Dana alokasiumum sejum lah Rpl1.172.374.842.000,00
c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp426.374.442.000,00

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufc terdiri dari jenis pendapatan
a.Pendapatan Hibah sejum lah Rp149.682.853.000,00
b.Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pem erintah Daerah Lainnya sejumlah Rp110.393.504.437,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
sejum lah Rp229.357.865.000,00
Pasal 3
(1) Belanja daerah sebagaimana dim aksud dalam Pasal 1 hurufb terdiri dari:
a.Belanja tidak langsung sejum lah Rpl1.641.729.832.166,32
b.Belanja langsung sejum lah Rp984.044.316.275,00
(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa terdiri dari

jenis belanja

a.Belanja pegawaisejumlah Rp1.237.426.639.149,12
b.Belanja hibah sejum lah Rp26.760.600.000,00
c. Belanja bantuan sosial sejum lah Rp12.390.000.000,00

d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi

/Kabupaten/Kota dan Pem erintahan Desa

sejum lah Rp5.989.899.131,20
e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi

/Kabupaten/Kota/Pem erintahan Desa dan

Partai Politik sejum lah Rp356.662.693.886,00
f. Belanja tidak terduga sejum lah Rp2.500.000.000,00

(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb terdiri dari jenis

belanja
a.Belanja pegawaisejum lah Rp125.863.107.195,00
b.Belanja barang dan jasa sejum lah Rp507.885.216.588,00

c. Belanja modal sejum lah Rp350.295.992.492,00



Pasal 4

(1) Pem biayaan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasall hurufc terdiri dari

a.Penerimaan pem biayaan sejumlah Rp275.198.098.392,32

b.Pengeluaran pem biayaan sejum lah Rp11.810.742.200,00

(2) Penerim aan pem biayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufa adalah

Sisa lebih perhitungan anggaran

tahun sebelumnya (SiLPA) sejum lah Rp275.198.098.392,32

(3) Pengeluaran pem biayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb adalah:

Penyertaan Modal /Investasi Pem erintah Daerah

sejum lah

(1) Uraian lebih

Rp11.810.742.200,00

Pasal 5

lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dim aksud dalam Pasal l, tercantum dalam Lam piran sebagaiberikut

a. Lam piran I

b. Lam piran II

Lam piran III

d. Lam piran IV

Lam piran V

Lam piran VI

Lam piran VII

h. Lam piran VIII

Lam piran IX

Lam piran X

k. Lam piran XI

Lam piran XII

m . Lam piran XIII

Ringkasan APBD

Ringkasan APBD Menurut Urusan Pem erintahan Daerah dan

Organisasi

Rincian APBD Menurut Urusan Pem erintahan Daerah,

Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pem biayaan

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pem erintahan Daerah,

Organisasi,Program dan Kegiatan

Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam

Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

Daftar Jumlah PegawaiPer Golongan dan Per Jabatan
D aftar Piutang Daerah

D aftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah

D aftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah

D aftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain -

Lain

Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kem bali Dalam Tahun

Angaran Ini
Daftar Dana Cadangan Daerah

D aftar Pinjam an Dan Obligasi Daerah



(2) Lam piran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan

Perubahan APBD, dan/atau disam paikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya

memenuhi kriteria sebagai berikut

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pem erintah Daerah dan

tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendalidan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. Memiliki dam pak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pem ulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana

dim aksud pada ayat (1) dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja

program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Mem anfaatkan uang kas yang tersedia.

(5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk

keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) mencakup

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menim bulkan

kerugian yang lebih besar bagi pem erintah daerah dan masyarakat.
Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah sebagailandasan operasional pelaksanaan.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mem erintahkan pengundangan Peraturan Daerah

ini dengan penem patannya dalam Lem baran Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Januari 2018

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA
Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 9 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

FERY HASANUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG, PROVINSI BANTEN :(1,1/2018)



